
BUPATI PURBALINGGA, 
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 A 

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka perlu 
mengatur Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD dan Penyediaan Belanja 
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten 
Purbalingga dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD dan Penyediaan Belanja Penunjang 
Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 
2012; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana _ 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan 
Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan 
Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 09); 

11.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10); 

12.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 
2011 Ten tang Penetapan APBD Kabupaten Purbalingga 
Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2011 Nomor 07). 



(2) Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan 
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan 
pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan 
memperhatikan azas manfaat dan efisien dalam rangka 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan 
DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi. 

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan. 

Pasal 5 

Besarnya Penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pirnpinan 
DPRD setiap bulan sebesar 4 (empat) ka1i uang representasi 
Ketua DPRD ditambah 2,5 (dua setengah) ka1i jumlah uang 
representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. 

Pasal 4 

Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pirnpinan dan 
Anggota DPRD setiap bulan sebesar 2 (dua) kali uang 
representasi Ketua DPRD. 

Pasal 3 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Penyediaan Belanja 
Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
ditetapkan dengan mempertimbangkan beban tugas dan 
kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan azas 
manfaat dan efisien dalam rangka mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Purbalingga. 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Besaran Tunjangan 
Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan 
Penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pirnpinan DPRD 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012. 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN 
KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DPRD DAN PENYEDIAAN BELANJA PENUNJANG 
OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA 
TAHUN 2012. 
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BUPATI PURBALINGGA, 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal '.:-2 ,.... -J~avi 2eto2 I ? 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Purbalingga. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 59 
Tahun 2010 ten tang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD dan Penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 6 

' 


